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A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, pukul 12.32 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2 Tahun 2011) terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 69/PUU-XVI/2018. Dalam sidang 

Pengucapan Putusan Perkara Nomor 69/PUU-XVI/2018 perwakilan DPR RI dihadiri 

oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Badan Keahlian DPR RI. 

 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 2 Tahun 2011 dalam Perkara Nomor 69/PUU-

XVI/2018 diajukan oleh Surya Kusmana, Siti Lidya Rahmi, S.Kom.I, dan Lilis Agus 

Nuryati, S.S (selanjutnya disebut Para Pemohon).  

 

 

C. PASAL / AYAT UU 2 TAHUN 2011 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas UU 2 

Tahun 2011.  

 

 



  
 

D. BATU UJI 

Bahwa UU 2 Tahun 2011 dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pancasila 

Sila Ke-1 sampai dengan Sila Ke-5 dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945 

karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan 

konstitusional Para Pemohon. 

 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap konstitusionalitas UU 2 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi 

memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum 

Pemohon I sampai dengan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon), 

Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

 

1. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan tanggal 5 

September 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim 

telah memberikan nasihat agar para Pemohon melakukan perbaikan 

permohonannya sesuai dengan format permohonan dalam pengujian 

undang-undang terhadap UUD 1945 dan agar menjadi jelas maksud dan 

tujuan diajukannya permohonan a quo. Nasihat demikian diberikan selain 

dikarenakan permohonan para Pemohon belum sesuai dengan format 

permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menurut UU 

MK juga karena para Pemohon tidak jelas dalam menjelaskan kedudukan 

hukumnya, khususnya dalam menguraikan hak konstitusionalnya yang 

dianggap dirugikan oleh berlakunya UU Parpol, serta ketidakjelasan 

dalam hal maksud dan tujuan diajukannya permohonan a quo, apakah 

permohonan diajukan sebagai pengujian formil ataukah pengujian materiil 

sebab keduanya mempunyai akibat hukum yang berbeda; 

 

2. Pada Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana disebut pada angka 1 di 

atas, Panel Hakim telah memberikan penjelasan bahwa jika permohonan 

para Pemohon diajukan sebagai pengujian formil, hal itu dibatasi jangka 

waktunya, yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak diundangkan 

sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Dalam pertimbangan hukum 

putusan dimaksud, Mahkamah antara lain menyatakan: 

 

[3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok 

permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk 

memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang 

dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini 

diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil 

berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang 



  
 

yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana 

ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui 

dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya 

bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, 

sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui 

statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab 

pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang 

batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 

(empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam 

Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan 

pengujian formil terhadap Undang-Undang; 

 

Dengan demikian, dalam hubungannya dengan permohonan a quo, jangka 

waktu untuk mengajukan pengujian formil dimaksud telah lewat dan para 

Pemohon pun menyatakan telah mengetahui hal itu; 

 

3. Pada tanggal 18 September 2018 Mahkamah menyelenggarakan sidang 

perbaikan permohonan namun ternyata permohonan para Pemohon tetap 

tidak jelas. Dalam cover Perbaikan Permohonannya, para Pemohon 

memberi “judul” permohonannya “Permohonan Judicial Review 

Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai 

Politik/Demokrasi/Kedaulatan Rakyat/Liberalisme: Komunisme-Paham 

Sekular-Sekularisasi/Memisahkan Agama Dari Negara Terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sementara itu, 

dalam “Hal” permohonannya, para Pemohon menulis “Permohonan 

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)”, sedangkan dalam 

uraian permohonannya, para Pemohon menyatakan mengajukan 

“pengujian formil” (vide Perbaikan Permohonan halaman 1) namun dalam 

uraian permohonannya para Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan 

pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a 

juncto Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) huruf b UU MK. Dalam hubungan ini, 

jika uraian para Pemohon di halaman 17 Perbaikan Permohonannya 

dianggap sebagai alasan pengujian formil, uraian para Pemohon 

dimaksud hanya berisikan kutipan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 6/PMK/2005; Pasal 2, Pasal 3, Pasal 43 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945 tanpa penjelasan atau 

argumentasi lebih lanjut; 

 

4. Selanjutnya dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon agar 

Mahkamah “Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 



  
 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” (vide 

petitum angka 2 Perbaikan Permohonan) sehingga tidak menunjukkan 

sebagai petitum permohonan pengujian formil yang seharusnya berisikan 

permohonan agar Mahkamah menyatakan pembentukan suatu undang-

undang, in casu UU Parpol, tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 

1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK. 

Sebaliknya, jika dengan rumusan petitum demikian para Pemohon 

dianggap memohonkan pengujian materiil, para Pemohon tidak 

memberikan argumentasi yang cukup untuk itu, yaitu argumentasi yang 

jelas perihal mengapa suatu materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau 

bagian undang-undang, in casu UU Parpol, dianggap bertentangan 

dengan UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf 

b UU MK). Dalam kaitan ini, para Pemohon hanya memberi uraian sumir 

dan tidak jelas maksudnya yaitu (sebagaimana tertulis di halaman 18 

sampai dengan halaman 30 Perbaikan Permohonan): 

…. 

Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, 

Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon kabur. Sebab, 

jika permohonan a quo dianggap dimaksudkan sebagai pengujian formil, 

syarat-syarat untuk itu tidak terpenuhi, baik berkenaan dengan syarat 

jangka waktu diajukannya permohonan maupun berkenaan dengan 

pemenuhan alasan-alasan diajukannya pengujian formil. Sebaliknya, jika 

permohonan a quo dianggap dimaksudkan sebagai pengujian materiil, 

sebagaimana tercermin dalam petitum angka 2 Perbaikan Permohonan, 

uraian para Pemohon dalam posita permohonannya hanya memuat 

uraian-uraian sumir dan tidak jelas maksudnya. 

 

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon kabur, 

Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan baik kedudukan hukum para 

Pemohon maupun pokok permohonan lebih lanjut. 

 

 

F. AMAR PUTUSAN 

“Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima” 

 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta 

langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam 

sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap 

orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing). Oleh 

karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 69/PUU-XVI/2018 yang menyatakan 



  
 

permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dalam pengujian UU 2 Tahun 

2011 mengandung arti bahwa UU 2 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan UUD 

Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

 

 

 

 
 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RI 

2018 
 
 


